ABSTRAK

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi
dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih
unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh
orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Seiring berjalannya waktu, pelanggaran merek seringkali terjadi akibat semakin
ketatnya persaingan usaha. Salah satunya adalah dengan adanya pendaftaran hak
merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik. Pada putusan
Pengadilan Niaga Nomor 01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg terjadi sengketa
mengenai kepemilikan hak merek rokok “Kerbau Jaya”. Pemilik merek “Kerbau
Jaya” meninggal dunia, sehingga merek tersebut menjadi hak para ahli warisnya.
Namun secara sepihak tanpa persetujuan para ahli waris lainnya, salah satu ahli
waris telah mendaftarkan Merek “Kerbau Jaya” ke Dirjen HKI, Kementerian
Hukum dan HAM RI.

Penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang bentuk perlindungan
hukum bagi pemegang hak merek atas perpanjangan hak merek yang dilakukan
oleh pihak yang tidak beritikad baik dan apakah putusan Pengadilan Niaga Nomor
01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg telah memberikan perlindungan kepada
pemegang hak merek. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan
adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian
ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data
dengan cara studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan
mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, suatu merek yang bisa mendapatkan
perlindungan berupa perpanjangan jangka waktu tersebut, apabila hak atas merek
diperoleh dengan melakukan pendaftaran merek yang dilakukan atas dasar itikad
baik. Pendaftaran merek tersebut bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum
dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Upaya penyelesaian sengketa
merek tidak selalu hanya bisa melalui jalur perdata, tetapi juga bisa melalui jalur
pidana ketika pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peniruan merek tidak
mendaftarkan mereknya, namun tuntutan pidana tidak dapat mengembalikan
kerugian pemilik merek yang sah. Putusan Pengadilan Niaga Nomor
01/HAKI.M/2016/PN.Niaga Smg telah memberikan perlindungan hukum
terhadap pemegang hak merek terdaftar dengan adanya pembatalan merek yang
didaftarkan oleh Bambang Soebroto (Tergugat).
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